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1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 | KUALIFIKASI PELAKSANA

~

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

. Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisl Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilhan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi
Pemilhan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 584);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun
2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 574);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan
Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1116);

. Keputusan Komisi Pemilthan Umum Nomor

67 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis  Pembentukan  Badan  Adhoc
Penyelenggara  Pemilihan  Umum  dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota.

Memahami dan Mentaati proses pemberian izin kerja di lingkup
Komisi Pemilihan Umum

KETERIKATAN PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. | Buku Agenda
2. | Perangkat Komputer
3. | Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli
elektronik (softcopy)
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SOP Pemberian Izin Kerja PPK

No | Kegiatan | Waktu | Pelaksana Keterangan
1 | Pemohon lzin Kerja (PPK) |1 hari PPK - Surat
mengajukan surat Permohonan
permohonan izin kepada - Alasan
Ketua PPK - Lama izin
2 | PPK melaksanakan rapat | 1 Hari PPK - Daftar Hadir
pleno untuk memutuskan - Surat
pemberian izin dan Permohonan
dituangkan dalam berita Izin PPK
acara - BA Rapat
R Rutin
3 | Ketua PPK menyampaikan | 1 Hari PPK - Surat
surat kepada KPU Penyampaia
Kabupaten terkait hasil n
permohonan izin Permohonan
Izin beserta
dokumen
pendukung
4 |KPU Kabupaten | 1 Jam KPU - Daftar Hadir
melaksanakan Rapat Kabupaten - BA Rapat
Pleno pembahasan Rutin
permohonan izin Badan
Adhoc
5. | KPU Kabupaten | 1 Jam KPU - Nota Dinas
memberikan surat Kabupaten - Surat KPU
disetujui atau tidaknya Kabupaten
permohonan izin badan
adhoc
6. | Badan Adhoc (PPK/PPS)| 1 Hari PPK/PPS - Surat
menyampaikan laporan pemberitahu
telah  melakukan izin an
kepada KPU melalui surat
pemberitahuan
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SOP Pemberian Izin Kerja PPS

kepada KPU melalui surat
pemberitahuan

No| Kegiatan Waktu | Pelaksana Keterangan
1 | Pemohon Izin Kerja (PPS)| 1 hari PPS - Surat
mengajukan surat Permohonan
permohonan izin kepada - Alasan
Ketua PPS - Lgmannya
izin
2 | PPK melaksanakan rapat | 1 Hari PPS - Daftar Hadir
pleno untuk memutuskan - Surat
pemberian izin dan Permohonan
dituangkan dalam berita Izin PPK
acara - BA Rapat
Rutin
3 | Ketua PPS menyampaikan | 1 Hari PPS - Surat
surat kepada KPU Penyampaian
Kabupaten terkait hasil Permohonan
permohonan izin melalui Izin beserta
PPK dokumen
pendukung
4 | PPK ©bersurat ke KPU |1 Hari PPK - Surat
Kabupaten terkait Pengantar
permohonan izin PPS dari PPK
- Dokumen
pengajuan
izin PPS
S5 |KPU Kabupaten | 1 Jam KPU - Daftar Hadir
melaksanakan Rapat Kabupaten - BA Rapat
Pleno pembahasan Rutin
permohonan izin Badan
Adhoc
6 |KPU Kabupaten | 1 Jam KPU - Nota Dinas
memberikan surat Kabupaten - Surat KPU
disetujui atau tidaknya Kabupaten
permohonan izin badan
adhoc
7 | Badan Adhoc (PPS) | 1 Hari PPS - Surat
menyampaikan laporan pemberitahu
telah  melakukan izin an
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PENGESAHAN

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana struktur organisasi

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat
dilakukan sclama pclaksanaan Standar Opcrasional Proscdur ini.

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan.

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

. Dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum di Lingkungan
komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, maka Standar
Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.

. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waikabubak

Pada Tanggal 04 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
N\\ 'Kabupaten Sumba Barat
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